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Abstrak 
This study aims to obtain empirical evidence of the influence of Independence of 
Internal Oversight on the Prevention of Corruption with Organizational 
Commitment as a Moderating Variable (study on the Supreme Court of the 
Republic of Indonesia). The population in this study were employees of the 
Supreme Court of the Republic of Indonesia. The research sample used purposive 
sampling, namely in the field of Supervision and Equipment Bureau of Supreme 
Court of the Republic of Indonesia. The primary data collection method used is the 
questionnaire method. Data was analyzed using SEM PLS. The results of the 
study indicate that the independence of Internal Oversight and Organizational 
Commitment has a positive effect on Prevention of Corruption, although 
Organizational Commitment cannot strengthen the relationship of the influence 
of Independence of internal supervision on Corruption Prevention. 
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Pendahuluan 
Fraud telah terjadi dalam peradaban manusia selama ribuan tahun, hal ini dapat 
kita lihat dalam Code  of  Laws  Hammurabi’s Babylonian yang tercatat pada tahun 1800 
sebelum masehi (BPKP). Secara umum fraud dapat didefinisikan sebagai tindakan curang 
(kecurangan). Fraud dapat dilakukan oleh pihak internal yang berada didalam organisasi 
tersebut atau dari pihak eksternal organisasi.  Ada 3 jenis fraud berdasarkan Association of 
Certified Fraud Examiners (ACFE)yaitu Corruption, Aset Misapprociation, dan Fraudulent 
Statement (ACFE, 2016). Di Indonesia dalam sektor pemerintahan, fraud hanya satu yang 
dikenal yaitu korupsi (Umar, 2016). Peraturan mengenai tindak pidana korupsi di 
Indonesia telah dituangkan didalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Ada 30 jenis 
korupsi yang dapat disimpulkan kedalam 7 kategori yaitu; merugikan keuangan negara, 
suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, 
gratifikasi. 
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan 
(OTT) sebanyak 19 kasus. Jumlah ini masih lebih rendah dari tahun 2018 dimana OTT 
KPK sebanyak 28 kasus. Per 31 Desember 2018, di tahun 2018 KPK melakukan 
penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 
199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara 
(KPK, 2019). 
Tingginya kasus korupsi di Pemerintahan Indonesia dengan berbagai macam modusnya, 
seharusnya menyadarkan semua pihak untuk membangun komitmen terhadap 
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pencegahan korupsi secara konsisten, dalam rangka pencapaian good and clean governance. 
Tanpa adanya kesadaran dan komitmen dalam mencegah fraud, dapat berdampak pada 
kurang baiknya kinerja keuangan pemerintah.  
Independensi sangat dibutuhkan oleh seorang pengawas internal untuk menjaga 
kualitas audit yang dihasilkan. Independensi menjadikan pengawas internal harus bebas 
dari perasaan untuk melakukan modifikasi fakta temuan dan bebas dari hambatan pihak-
pihak yang akan merubah temuannya.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan Umar 
(2012) tentang Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi dan penelitian yang dilakukan 
oleh Indriani (2017) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan 
Pengawasan InternalTerhadap Pencegahan Fraud serta Implikasinya Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Daerah. Hasil dari kedua penelitian tersebut adalah Pengawasan 
internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. 
Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi menyebabkan 
mereka akan bekerja, bersikap dan berperilaku baik dan bekerja keras untuk organisasi 
(Luthans, 2006). Sehingga diharapkan apabila karyawan memiliki komitmen yang tinggi 
terhadap organisasi maka akan memperkecil tindakan fraud yang akan terjadi didalam 
organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen akan bekerja sesuai dengan aturan yang 
diterapkan dalam organisasi tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa 
komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (Sumbayak, 2017). Meskipun 
ada penelitian lainnya yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kecurangan, (Awaliyah (2017) dan Tumorang (2017)). 
Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah: 
1. Adanya pengembangan dengan penambahan variabel moderasi yaitu komitmen 
organisasi. 
2. Objek penelitian ini dilakukan di bidang yudikatif yaitu Mahkamah Agung RI. 
 
Studi Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis 
Teori Keagenan (Agency Theory) 
Prinsip utama dari teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak 
yang memberi wewenang (principle) yaitu pemilik atau pemegang saham dengan pihak 
yang menerima wewenang (agent) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama 
(Elqorni, 2009). Masalah keagenan muncul karena terdapat konflik perbedaan pendapat 
(kepentingan) antara pemilik (principle) dengan manajemen (agent) (Siallagan dan 
Machfoedz, 2006). 
Publik sebagai prinsipal, memberikan wewenang pengaturan dan sumber daya 
kepada institusi pemerintah atau pun agen. Wujud pertanggungjawaban atas wewenang 
yang diberikan, institusi pemerintah atau pun agen memberikan laporan 
pertanggungjawaban kepada prinsipal. Pegawai Mahkamah Agung RI sebagai salah satu 
institusi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan amanah yang 
diberikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kemungkinan terjadi agency problemdimana 
para pegawai melakukan/melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan amanah, 
termasuk salah satunya tindak pidana korupsi.  
 
Independensi Pengawasan Internal 
Independensi pengawasan internal adalah kemampuan yang berkaitan dengan 
proses pemilikan, penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh 
agar objek yang diawasi berjalan menurut semestinya.  
Independensi dalam setiap profesi sangat dibutuhkan terutama untuk menjaga 
kualitas pengawasan internal dan eksternal. Independensi menurut Mautz dan Sharaf 
dalam, ”The Philosophy of Auditing”, (Sawyer, 2006:35) membedakan menjadi ketiga jenis, 
yaitu: independensi dalam verifikasi, independensi dalam program audit, dan 
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independensi dalam pelaporan. Independensi diperlukan oleh pengawas internal untuk 
menjamin tercapainya tujuan organisasi yaitu efektifitas, efisiensi, keandalan laporan 
keuangan dan ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang terjadi. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan, Umar (2012) meneliti tentang Pengawasan untuk 
Pemberantasan Korupsi dan penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2017) tentang 
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengawasan 
InternalTerhadap Pencegahan Fraud Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Daerah. Hasil dari kedua penelitian tersebut adalah  Pengawasan internal 
berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.  
H1 = Independensi pengawasan internal berpengaruh positif terhadap 
pencegahan korupsi 
 
Pencegahan Korupsi 
Umar (2016) menyatakan pengertian tindakan korupsi dapat dipandang dari 
pengertian sempit maupun luas. Pavarala (1996) dalam Umar (2016) membagi pengertian 
Korupsi dalam dua kelompok yaitu pengertian yang sempit dari sisi legal (hukum) dan 
pengertian secara luas dengan memperhatikan moral dan etika disamping masalah-
masalah legalitas. Dalam pengertian yang sempit, korupsi hanya dilihat dalam aspek-
aspek legal seperti bribery (penyuapan), misappropriation of public resources (menggunakan 
barang publik tidak sesuai denga peruntukannya), kickbacks commissions (komisi), 
embezzelement (penyelewengan), dan gifts beyond a certain value (pemberian melebihi nilai 
yang diperkenankan). 
Menurut konsep yang dikembangkan oleh Association of Certified Fraud Examiners 
(Kassem dan Hingson, 2012), maka relevan untuk menguraikan isu pencegahan korupsi 
dari teori penyalahgunaan wajik segi empat (Fraud Diamond Theory). Pada intinya, teori 
ini menyatakan bahwa perilaku koruptif (penyalahgunaan) dapat terjadi karena empat 
hal: (1) dorongan dari pegawai untuk menyalahgunakan uang dan aset institusi; (2) 
keadaan yang memungkinkan pegawai untuk melakukan penyalahgunaan; (3) pola pikir 
dan etika pegawai yang memungkinkan pegawai untuk melakukan penyalahgunaan; (4) 
kapasitas pegawai untuk membuat kejahatan tidak terdeteksi oleh sistem.  
Selanjutnya, kondisi ini juga membenarkan teori Fraud Star di mana di dalam 
tersebut  dijelaskan bahwa faktor yang menjadi pemicu seseorang  melakukan fraud 
adalah integritas.  Semakin tinggi integritas seseorang, maka akan semakin kecil 
kemungkinannya dalam  melakukan fraud (Umar 2016). Pencegahan terkait dengan 
tekanan yaitu dengan: (1) membangun budaya organisasi; (2) membangun sistem budaya 
masyarakat (whistle blower system); (3) Kesadaran untuk saling mengingatkan antar 
pegawai. Pencegahan terkait dengan kesempatan adalah dengan: (1) membangun 
transparansi; (2) melakukan evaluasi atas aturan dan berbagai prosedur. Pencegahan 
terkait dengan pembenaran yaitu dengan: (1) membangun kejujuran; (2) membangun 
akuntabilitas. Pencegahan terkait dengan kemampuan adalah dengan adanya partisipasi 
banyak pihak agar kebijakan dan tindakan saling menjadi perhatian bersama. 
Pencegahan terkait dengan Lack Of Integrity adalah dengan membangun WBK (wilayah 
bebas korupsi) yaitu dengan membangun komitmen yang kuat dari pimpinan puncak 
dengan diikuti dengan pengambangan infrastruktur yang terkait. 
 
Komitmen Organisasi 
Menurut Robbins dan Judge (2008:100), komitmen organisasional adalah suatu 
keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan 
keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. 
Sedangkan menurut Mcshane dan Von Glinow (2008), komitmen organisasional 
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menunjuk pada perasaan terikat karyawan terkait dengan keterlibatan mereka pada 
organisasi. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi 
merupakan sikap individu atau karyawan yang ingin tetap bertahan dalam keanggotaan 
organisasi dan berusaha untuk mencapai tujuan atau keinginan dalam organisasi. 
Berdasarkan penelitian Sumbayak, 2017 tentang Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem 
Pngendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap 
Kecurangan (Fraud) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap 
kecurangan. 
H2 = Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi 
H3 = Komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif independensi 
pengawasan internal terhadap pencegahan korupsi. 
 
Berdasarkan penjelasan diatas, berikut adalah kerangka penelitiannya 
 
 
  
    
 
 
 
 
Metodologi Penelitian 
Populasi, Sampel dan Metode Pengumpulan Data 
Populasi penelitian ini adalah pegawai di Makhamah Agung RI. Sampel 
penelitian ini menggunakan purposive sampling yakni di Bidang Pengawasan dan Biro 
Perlengkapan Makhamah Agung RI. Data dikumpulkan dengan membagikan secara 
langsung kuesioner kepada responden sebanyak 62 orang. Selanjutnya data diolah 
menggunakan aplikasi Smart PLS. 
 
Metode Analisis Data 
Tahap-tahap dalam menganalisis data adalah melakukan uji statistik deskriptif, 
uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan analisis regresi linier 
berganda. Persamaannya adalah sebagai berikut: 
Y = a +b1X1 + b2X2 + b3X1.X2+ e 
Keterangan: Y= Pencegahan Korupsi (PK); a= Konstanta; X1= Independensi Pengawas 
Internal (IPI); X2= Komitmen Organisasi (KO); X1X2= Interaksi antara X1 dan X2; e= Error 
 
Hasil dan Pembahasan Analisis Hasil Penelitian  
Uji Model Pengukuran atau Outer Model 
Sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk memprediksi hubungan antar 
variabel laten dalam model struktural, terlebih dahulu dilakukan evaluasi model 
pengukuran untuk verifikasi indikator dan variabel laten yang dapat diuji selanjutnya.   
Indicator reliability menunjukkan beberapa variansi indikator yang dapat 
dijelaskan oleh variabel laten. Pada indicator reliability, suatu indikator reflektif harus 
dieliminasi (dihilangkan) dari model pengukuran ketika nilai outer loading lebih kecil 
dari 0,60 (Ghozali, 2015).  Dari hasil pengolahan data, maka IPI2, IPI3, IPI6, KO7, KO8, 
KO9, KO10, PK2, PK3, PK6, PK8, PK10, harus dieliminasi (dihilangkan) dari model 
karena memiliki nilai outer loading dibawah 0,60. Dapat diketahui bahwa lebih dari 60% 
dari varian masing-masing pada ke lima indikator, yaitu IPI1, IPI4, IPI5, IPI7, IPI8, IPI9, 
IPI10 dapat dijelaskan oleh variabel Independensi Pengawasan Internal; KO1, KO2, KO3, 
Independensi 
pengawasan 
internal (X1) 
Pencegahan 
Korupsi (Y) 
Komitmen 
Organisasi (X2) 
H1 
H2 
H3 
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KO4, KO5, KO6 dapat dijelaskan oleh variabel Komitmen Organinsasi; dan  PK1, PK4, 
PK5, PK7, PK9, P11, PK12, PK13, PK14, PK15, PK16, PK17, PK18 dapat dijelaskan oleh 
variabel Pencegahan Korupsi.  
Kriteria selanjutnya yaitu composite reliability dan convergent validity yang disajikan pada  
 
Tabel berikut: 
Nilai Composite Reliability dan AVE Model Pengukuran 
Variabl
e 
Cronbach's 
Alpha 
Composite 
Reliability 
Average Variance Extracted 
(AVE) 
IPI 0.875 > 0.60 0.904 > 0.70 0.573 > 0.50 
KO 0.811 > 0.60 0.864 > 0.70 0.516 > 0.50 
PK 0.939 > 0.60 0.947 > 0.70 0.580 > 0.50 
 
Berdasarkan nilai composite reliability yang disajikan dalam Tabel di atas 
menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki nilai cronbach’s alpha dan composite reliability 
di atas 0,60 dan 0,70. Artinya, variabel laten (konstruk) sangat baik atau dapat dikatakan 
bahwa kelima model pengukuran telah reliabel. Nilai convergent validity yang semakin 
baik ditunjukkan dengan semakin tingginya korelasi antar indikator yang menyusun 
suatu konstruk. Nilai AVE yang ditunjukkan pada Tabel atas menunjukkan bahwa ketiga 
variabel memiliki nilai AVE di atas kriteria minimum, yaitu 0,50 sehingga ukuran 
convergent validity sudah baik atau dapat dikatakan telah memenuhi kriteria convergent 
validity (Ghozali, 2015). 
Kriteria selanjutnya yaitu discriminat validity, dengan membandingkan korelasi 
antar konstruk dengan akar AVE. Dalam hal ini nilai akar AVE seharusnya lebih besar 
daripada korelasi antar variabel (Fornel dan Lacker, 1981). Nilai perbandingan akar AVE 
dan korelasi antar variabel pada Tabel sebagai berikut: 
 
Discriminat Validity 
Variable IPI KO PK 
IPI 0.757     
KO 0.537 0.718   
PK 0.716 0.643 0.762 
 
Berdasarkan Tabel di atas  menunjukkan bahwa hampir seluruh nilai akar AVE 
pada konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk lainnya, Dengan 
ini maka dapat dikatakan discriminant validity termasuk baik.  
 
Uji Model Struktural atau Inner Model 
Model struktural atau inner model merupakan model yang menggambarkan 
hubungan antar variabel laten. Model struktural di evaluasi dengan menggunakan 
koefisien parameter jalur, R2, f2, Q2, dan GoF (Hair et all, 2013).  
Selanjutnya adalah evaluasi uji kelayakan model menggunakan nilai R2 dengan 
nilai 0.606. Angka tersebut menjelaskan bahwa variabilitas variabel endogen yang dapat 
dijelaskan oleh variabilitas variabel eksogen sebesar 60,6%. Selain memeriksa R-square, 
juga dilakukan evaluasi terkait pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen 
yang diketahui berdasarkan nilai effectsize f2 pada tabel berikut: 
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Nilai F-Square setiap Variabel Laten Eksogen 
Hubungan 
Kasualitas 
F-Square Keterangan 
IPI -> PK 0.487 Kuat 
KO -> PK 0.211 Menengah 
 
Berdasarkan Tabel di atas menujukkan nilai effect size f2 pada setiap variabel 
laten eksogen memiliki nilai positif dengan variasi kekuatan hubungan antar variabel 
laten eksogen dimulai dari arah hubungan menengah hingga kuat. Hal ini dapat 
diartikan bahwa walaupun adanya variasi kekuatan antar variabel laten eksogen, namun 
secara bersama-sama atau simultan dapat menjelaskan variabilitas variabel laten 
endogen. 
Evaluasi uji kelayakan model selanjutnya selain menggunakan nilai R2 dan nilai 
effect size f2 adalah Q-squre (Q2) untuk mengukur seberapa baik nilai observasidihasilkan 
oleh model dan juga estimasi parameternya. Suatu model dianggap mempunyai nilai 
predictive relevance jika nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol). Besaran Q-squre (Q2) 
memiliki nilai dengan rentang 0 <Q2 < 1, model semakin baik jika nilai Q-square 
mendekati 1. Nilai Q2 yang didapatkan 0,315 (di atas nilai 0 sehingga model struktural 
memiliki prediksi relevansi (predictive relevance). 
Evaluasi model yang terakhir dengan melihat nilai Goodness of Fit (GoF) dari 
model untuk parifacation dan refinement terhadap uji reliabilitas dan validitas konstruk 
(Ghozali, 2015) sehingga GoF ini digunakan untuk memvalidasi performa gabungan 
antara inner model dan outer model. Rentang nilai GoF antara 1 – 0 dengan interpretasi nilai 
0,1 (GoF Kecil), 0,25 (GoF Moderat), 0,36 (GoF Besar) (Yamin, 2011). Nilai GoF diperoleh 
dari: 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil penghitungan Gof secara manual dalam penelitian ini 
menujukkan nilai 0,580 yang mana lebih besar dari 0,36. Sehingga model dalam 
penelitian ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan data empiris. 
Y = 0,52 IPI+ 0,363 KO+ 0,002 IPI.KO+e 
Uji Hipotesis 
Uji hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh suatu konstruk terhadap 
konstruk lainnya dengan melihat koefisien parameter dan nilai t-statistik (Ghozali, 2015). 
Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis yaitu nilai yang terdapat pada koefisien 
jalur atau path coefficient untuk menguji inner model. Hasil hipotesis yang diajukan dengan 
melihat dari besarnya t-statistik. Nilai t-statistik dibandingkan dengan nilai t-tabel yang 
ditentukan dalam penelitian ini adalah sebesar 1,655 dimana nilai df sebesar 178 (jumlah 
sampel dikurangi dua: 180-2) dan Alpha pada taraf signifikansi 0,05 (one tailed). Batasan 
untuk menerima dan menolak hipotesis yang diajukan adalah ± 1,655 yang mana jika 
nilai tstatistik berada pada rentang -1,655 hingga 1,655 maka hipotesis akan ditolak atau 
dengan kata lain menerima hipotesis nol (Ho). Hasil dari koefisien jalur struktural dan 
nilai t-statistic yang didapatkan melalui proses bootstrapping dengan jumlah sampel untuk 
resampling 180 dan pengulangan sebanyak 500 kali. 
Nilai Koefisien Jalur Model Struktural (Moderasi PR) 
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Hubungan 
Kasualitas 
Ekspetasi 
Original 
Sample 
Sample 
Mean 
Standard 
Deviation 
T 
Statistics 
P 
Values 
Kesimpulan 
IPI -> PK + 0.520 0.566 0.120 4.345 0.000 Terima H1 
KO -> PK + 0.363 0.353 0.171 2.126 0.017 Terima H2 
IPI*KO -> 
PK 
+ 0.002 -0.015 0.115 0.016 0.493 Tolak H3 
 
Signifikansi dengan taraf signifikansi 5% (One-Tiled) 
 
Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis melalui moderasi KO dengan 
metode bootstrapping sebagai berikut: 
 
H1: Independensi pengawasan internal berpengaruh positif terhadap pencegahan 
korupsi 
Hubungan variabel laten eksogen IPI dengan variabel laten endogen PK memiliki 
nilai sebesar 0,520 pada original sample, t-statistik sebesar 4,345 (> 1,690) dan probability 
value 0,000 (< 0,05). Hal ini menunjukkan Hipotesis 1 diterima, yang berarti bahwa 
Independensi pengawasan internal berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. 
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar (2012) dan Indriani (2017) 
yang menyatakanbahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap pencegahan 
fraud. 
 
H2: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi 
Hubungan variabel KO dengan variabel laten endogen PK memiliki nilai sebesar 
0,363 pada original sample, t-statistik sebesar 2,126 (> 1,690) dan probability value 0,017 (< 
0,05). Hal ini menunjukkan Hipotesis 2 diterima, yang berarti Komitmen organisasi 
berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Hasil ini sesuai dengan Sumbayak 
(2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan. 
 
H3: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif independensi pengawasan 
internal terhadap pencegahan korupsi 
Hubungan variabel laten eksogen IPI yang di moderasi variable KO dengan 
variabel laten endogen PK  memiliki nilai sebesar 0,002 pada original sample, t-statistik 
sebesar 0,016 (< 1,690) dan probability value 0,493 (> 0,05). Hal ini menunjukkan Hipotesis 
3 ditolak, yang berarti Komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh positif 
pengawasan internal terhadap pencegahan korupsi. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang bertumpu pada landasan teori, analisis data 
empiris serta hasil uji hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan: 1) Independensi 
pengawasan internal berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi, artinya semakin 
baik independensi pengawasan internal maka akan meningkatkan tindak pencegahan 
korupsi; 2) Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi 
artinya komitmen organisasi yang semakin baik, akan meningkatkan tindak pencegahan 
korupsi; 3) Komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh positif independensi 
pengawasan internal terhadap pencegahan korupsi, artinya dalam penelitian ini 
komitmen organisasi tidak dapat memperkuat tindak pencegahan korupsi yang 
dipengaruhi oleh independensi pengawasan internal.  
Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yaitu dari sebanyak 62 kuisioner, 
sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk pegawai Makhamah Agung RI secara 
keseluruhan yang berjumalah 31.000 pegawai.  
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